
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.606, 2016 KEMENKOMINFO. Telekomunikasi Khusus. 

 Pencabutan. 
 

 

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN 

INSTANSI PEMERINTAH ATAU BADAN HUKUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan penyelenggaraan telekomunikasi 

khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi 

dan Informatika Nomor: 18/PER/ M.KOMINFO/9/2005 

tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk 

Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan 

jaringan telekomunikasi khusus sehingga perlu diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk 

Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor: 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor: 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3981); 

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 

2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan 

Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 

01/PER/M.KOMINFO/1/2010 tentang Penyelenggaraan 

Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 

01/PER/M.KOMINFO/1/2010 tentang Penyelenggaraan 

Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 250); 
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9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 

Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat 

Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 882) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 

Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 

tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

178); 

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS 

UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH ATAU BADAN 

HUKUM. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman 

dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk 

tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui 

sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik 

lainnya. 

2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan 

yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 

3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat 

telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. 

www.peraturan.go.id



2016, No.606 -4- 

4. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang 

menggunakan dan memancarkan gelombang radio. 

5. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat 

telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan 

dalam bertelekomunikasi. 

6. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi 

untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan 

menggunakan jaringan telekomunikasi. 

7. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah 

penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, 

dan pengoperasiannya khusus. 

8. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan 

Instansi Pemerintah atau Badan Hukum adalah 

perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, 

badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi 

pemerintah, atau instansi pertahanan keamanan negara. 

9. Instansi Pemerintah adalah Kementerian, Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Tinggi 

Negara, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, atau Instansi Pemerintah lainnya. 

10. Badan Hukum adalah badan usaha yang dimiliki oleh 

negara, swasta, atau koperasi yang disahkan oleh pejabat 

yang berwenang. 

11. Uji Laik Operasi adalah pengujian teknis yang dilakukan 

oleh lembaga yang telah diakreditasi atau tim yang 

dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan tugas 

melaksanakan proses pengujiansistem secara teknis dan 

operasional. 

12. Lembaga Uji Laik Operasi adalah lembaga yang 

berwenang melakukan uji laik operasi dan telah 

mendapatkan akreditasi dari lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam pemberian akreditasi. 

13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 

14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang 

lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan 

telekomunikasi. 
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15. Direktur adalah Direktur yang ruang lingkup tugas dan 

fungsinya di bidang penyelenggaraan telekomunikasi 

khusus. 

 

BAB II 

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK 

KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH ATAU BADAN HUKUM 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2 

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan 

Instansi Pemerintah atau Badan Hukum dapat 

diselenggarakan dalam hal: 

a. keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara 

jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi;  

b. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara 

jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi; 

dan/atau  

c. kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi 

tersendiri dan terpisah.  

 

Pasal 3 

Keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk 

Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum yang tidak 

dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi 

dan/atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf a, dapat berupa: 

a. kapasitas jaringan yang tidak mencukupi; 

b. tingkat kepercayaan/kehandalan jaringan yang tidak 

memadai; dan/atau 

c. cakupan kegiatannya tidak terdukung. 
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